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ABSTRACT

This research analyzes the effect of the implementation of public acconnting, the quality of legislation on the
guality of financial reports and their implications for government performance accountability system level
local governments of Yogyakarta provinces privileges . Methods of data analysis using path analysis. The
results showed that: 1) Implementation of public sector financial accounting and quality regulations affect
the quality of government financial statements either partially or simultaneously. 2) Implementation of
public sector financial accounting, quality regulations and the quality of financial reports of government
influence on government performance accountability either partially or simultaneonsy.
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PENDAHULUAN

Langkah strategis yang perlu dan harus
dikembangkan saat ini adalah mewujudkan
suatu iklim kepemerintahan yang baik (good
governance), yang yang saling berkaitan satu
dengan lainnya. Ketiga pilar dimaksud adalah :
(1) Transparanst; (2) Partis ipasi; dan
(3) Akuntabilitas.  Akuntabilitas  Kinertja
Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan
salah  satu  upaya
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang
lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab.

Pemerintah  untuk

Kemudian  terkait dengan  asas-asas
peraturan  perundang-undangan  diperlukan
suatu norma dan kaidah bagi suatu peraturan
Menurut  Konnijnbelt
1990;336-343), suatu

perundang-undangan.

(Hamid  Attamimi,

peraturan  perundang-undangan  setidaknya
harus memenuhi asas formal dan material.
Termasuk ke dalam asas formal adalah asas
yang  berkaitan dengan  persiapan  dan
pembentukan peraturan serta yang berkaitan
dengan motivasi dan susunan keputusan.
Sementara itu yang termasuk dalam asas
material adalah asas yang berhubungan dengan
isi peraturan perundang-undangan.

Dalam bidang hukum administrasi negara,
Konijnbelt mengemukakan bahwa untuk
menentukan suatu peratuan perundangan
bermutu, maka haruslah diperhatikan  dua
asas, yaitu asas formal dan asas material. Asas
formal terdiri dati : a) asas tujuan yang jelas; b)
asas organ/lembaga yang tepat, ¢) asas
perlunya pengaturan; d) asas dapatnya
dilaksanakan; dan e) asas konsensus.
Selanjutnya asas material berkenaan dengan isi
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keputusan. Asas material ini meliputi lima asas
yaitu : a) asas tentang terminologi dan
sistematika yang benar; b) asas tentang dapat
dikenali; c) asas perlakuan yang sama dalam
hukum; d) asas kepastian hukum; dan e) asas
pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan
individual.

Sebagaimana  hasil  penelitian  yang
dilakukan  oleh  Pusat  Penelitian  dan
Pengembangan Pengawasan BPKP  dapat
diidentifikasi tiga permasalahan yang berkaitan
dengan penerapan sistem akuntansi keuangan
daerah. Pertama, permasalahan yang muncul
berkaitan  dengan  peraturan  perundang-
undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 105 Tahun 2000 setiap pemerintah
daerah diwajibkan untuk menyusun laporan
keuangan daerah yang antara lain berbentuk
neraca dan laporan aliran kas. Dalam
praktiknya terdapat tiga kecenderungan untuk
mengimplementasikan peraturan perundangan
tersebut yaitu : (a) pemerintah daerah peduli
dan berinisiatif untuk membuat laporan
berdasarkan sistem akuntansi berbasis double
entry; (b) pemerintah daerah peduli namun

tidak melakukan tindakan konkrit hanya
menunggu  petunjuk  operasional  yang
melandasi  pelaksanaan akuntansi berbasis

double entry dan; (c) pemerintah daerah tidak
peduli dan tidak mengambil tindakan kongkrit
apapun.

Haque (1997) berkaitan dengan isu
pentingnya  akuntabilitas ~ mengemukakan
bahwa akuntabilitas senantiasa dikaitkan

dengan meningkatnya tanggung jawab yang
harus diemban oleh pemerintah daerah, yaitu
dengan mendorong terciptanya iklim yang
dapat merealisaikan akuntabilitasnya. Hal ini
dilakukan untuk lebih berakuntabilitas dalam
melaksanakan fungsinya. Selanjutnya Haque
(1997)  mengungkapkan  pula  beberapa
permasalahan  di  sekitar  akuntabilitas,
diantaranya adalah problem kuatnya birokrasi
dan komponen feodalistik, yang
mengakibatkan makin kuatnya mereka melalui
keahlian teknis, kewenangan, dan pengendalian
yang besar atas informasi dan sumber daya
lainnya, yang akhirnya makin besarnya
kekuasaan yang berimplikasi kepada lemahnya
akuntabilitas birokrasi.

Problematika ~ penerapan  akuntabilitas
(Aslam Igbal, 1995) berada dalam kelima
kondisi, yaitu : 1) kondisi low hteracy percentage,
yaitu suatu keadaan masyarakat kurang peduli
tethadap masalah sosial; 2) rendahnya standar
kehidupan (poor standard of living); 3) monopoli
sumber daya oleh pemerintahan sehingga
kesulitan dalam mengelola, memantau dan
mengevaluasinya; 4) kondisi suatu
pemerintahan  yang sangat kuat dalam
melakukan kontrol terhadap media masa,
ekonomi, dan pemberitaan; 5) warisan
penjajahan yang begitu lama akan sangat sulit
untuk melakukan penyelenggaraan
pemerintahan yang autokratik.

METODE PENELITIAN

Saat ini di Indonesia peraturan
perundang-undangan yang secara eksplisit
meminta instansi pemerintah menyusun dan
melaporkan akuntabilitas kinerjanya adalah
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.
Namun  demikian bila ditinjau dari segi
substansinya peraturan perundang-undangan
lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
108 Tahun 2000, telah sejiwa dan memiliki
kesamaan philosofi dengan Inpres Nomor 7
Tahun 1999. Hal ini antara lain tercermin dari
kedua peraturan perundang-undangan yang
antara  lain  mengamanatkan  perwujudan
akuntabilitas yang berdasarkan tolok ukur
renstra dengan cara menunjukkan kinerja.

Obyek penelitian ini  adalah kualitas
peraturan  perundang-undangan, penerapan
akuntansi keuangan sektor publik, penerapan
pengawasan, kualitas  laporan  keuangan
pemerintah dan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah. Tempat penelitian (unit observast)
adalah  unit instansi pemerintah  pada
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota
di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sesuai
dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 harus membuat laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil

penelitian,  instansi  pemerintah yang
berkewajiban  untuk menerapkan = sistem
akuntabilitas  kinerja instansi pemetintah

adalah sejumlah 88 instansi, yang terdiri dari
lima Instansi Pemerintah setingkat Kabupaten
dan Kota; dan 83 Instansi Pemerintah
setingkat eselon II.
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Populasi sasaran yang dipilih dalam
penelitian ~ adalah  tingkat  pemerintah
kabupaten/kota; dan unit/dinas setingkat

eselon II pada Pemerintah Kabupaten/Kota di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemilihan populasi di unit-unit tingkat
eselon II pada Kabupaten/Kota di Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan
pertimbangan bahwa sampai dengan periode
Desember 2009, jumlah instansi di lingkungan
pemerintah  kabupaten/kota  yang  telah
menerapkan dan melaporkan Akuntabilitas
Kinerjanya telah mencapai 100 %, demikian
pula dalam upaya membangun laporan
keuangan, seluruh pemerintah Kabupaten dan
Kota di wilayah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta telah berupaya menyusunnya, dan
tahap awal ini telah menyusun neraca awalnya.
Kedua hal ini menunjukkan kondisi berLakip
dan berakuntansi keuangan berada di atas rata-
rata pemetintah kabupaten dan kota lainnya di

seluruh  Indonesia. Sehingga  jumlah
populasinya adalah sebagai berikut :
Tabel 1
Jumlah Populasi
Populasi
No | Pemerintah Kabupaten (Instansi
Pemetintah)
1 |Kabupaten Bantul 18 IP
2 |Kab. Gunung Kidul 17 IP
3 |Kabupaten Kulon Progo 17 IP
4 |Kabupaten Sleman 16 IP
5 |Kota Yogyakarta 20 IP
Total 88 IP

Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis jalur.

Paul Webley (1997) mengatakan Analisis
jalur merupakan pengembangan langsung
bentuk regtresi berganda dengan tujuan untuk
memberikan estimasi tingkat kepentingan
(magnitude)  dan  signifikansi  (significance)
hubungan sebab akibat hipotetikal dalam
seperangakat variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan Akuntansi Pulik dan
Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap
Kualitas Laporan  Keuangan  dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Gambaran Unit Observasi

Unit Observasi atas kualitas peraturan
perundang-undangan, penerapan akuntansi
keuangan sektor publik,  kualitas laporan
keuangan pemerintah  serta  akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah adalah unit instansi
pemerintah  di  lingkungan  Pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah Kota di Daerah
Istimewa Jogyakarta. Berdasatkan Instruksi
Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah,
maka unit observasi meliputi Unit Organisasi
setingkat Kabupaten dan Kota; dan unit
organisasi setingkat Eselon II di masing-
masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasatkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999  tersebut, maka Instansi
Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten dan
Pemerintah Kota di  Daerah Istimewa
Yogyakarta  yang  berkewajiban  untuk
menerapkan  sistem  akuntabilitas  kinerja
instansi pemerintah  adalah sejumlah 88
instansi, yang meliputi lima Instansi
Pemerintah setingkat Kabupaten dan Kota;
dan 83 Instansi pemetintah setingkat eselon II.
Keseluruhan instansi pemerintah ( 88 instansi
pemerintah) yang berkewajiban menyusun
sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
tersebut merupakan populasi, dan yang
bertindak  sebagai responden adalah para
pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten
dan kota yang mempunyai keterkaitan
langsung dengan akuntabilitas kinerja dan
keuangan. Penelitian  dilakukan  terhadap
seluruh populasi atau penelitian ini merupakan
sefsus.

Dari gambaran Tabel 1 , maka tingkat
kembalian secara total atas kuesioner adalah
sebesar 91, 62 %. Menurut Sekaran (2003; 237)
tingkat kembalian kuesioner yang dapat
dipertanggung jawabkan adalah sebesar 30 %
sebagaimana pernyataannya ,, However, the return
rate of mail questionnaires are typically low. A 30 %
response rate is considerred acceptabel” . dengan
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demikian maka tingkat kembalian kuesioner penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan

yang telah diterima dari para responden untuk digunakan dalam proses analisis data.
Tabel 2
Hasil Pengembalian Jawaban Kuesioner dari Responden
No UNIT JUMLAH Penyebaran kuesioner
UNIT
KERJA  Ririm | Kembali | % tingkat
kembalian
1 | Kabupaten Bantul 1 5 4 80
Unit Setingkat Eselon II :
a. Sekretariat Daerah/DPRD 2 4 4 100
b. Dinas 12 24 24 100
c. Badan 3 6 6 100
Sub Total 18 39 38 97,44
2 | Kabupaten Gunung Kidul 1 5 4 80
Unit Setingkat Eselon II :
a. Sekretariat Daerah/DPRD 2 4 3 75
b. Dinas 11 22 22 100
c. Badan 3 6 6 100
Sub Total 17 37 35 94,59
3 | Kabupaten Kulon Progo 1 5 3 60
Unit Setingkat Eselon 1T :
a. Sekretariat Daerah/DPRD 2 4 4 100
b. Dinas 10 20 18 90
c. Badan 4 8 6 75
Sub Total 17 37 31 83,78
4 | Kabupaten Sleman 1 5 3 60
Unit Setingkat Eselon IT :
a. Sekretariat 2 4 3 75
Daerah/Kabupaten
b. Dinas 9 18 18 100
c. Badan 4 8 8 100
Sub Total 16 35 32 91,43
5 | Kota Yogyakarta 1 5 3 60
Unit Setingkat Eselon II :
a. Sekretariat 2 4 3 75
Daerah/Kabupaten
b. Dinas 13 26 26 100
c. Badan 4 8 7 87,50
Sub Total 20 43 39 90,70
Total penyebaran dan 88 191 175 91,62
pengembalian




Analisis Insttumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini dilakukan pengujian baik
mengenal  validitasnya  (validity), maupun
keterandalannya  (reliability). Pengujian atas
instrumen penelitian  yang dipergunakan
bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat alat
ukur yang baik. instrumen dikatakan baik
apabila  instrumen  penelitian  tersebut
memenuhi tiga persyaratan utama yaitu : (1)
valid atau sahih; (2) reliabel (andal); dan (3)
praktis (Cooper dan Schindler, 2001 ;  210).
Sebagai  kriteria  validitas dapat  dipakat
koefisien korelasi dengan penentuan batas
koefisien korelasi dengan penentuan batas

koefisien minimal dengan jumlah sampel
(Wadsworth, 1990). Untuk batas nilai
reliabilitas ~ berdasarkan  koefisien  alpha

Cronbach 2 0,60 sebagai batas minimal suatu
instrumen dinyatakan andal atau tidak (Hair
etal, 1998: 118). Dalam penelitian ini jumlah
responden yang digunakan untuk pengujian
sebanyak 30 responden.

Dalam pengujian ini dilakukan atas variabel
kualitas ~ peraturan  perundang-undangan,
penerapan akuntansi keuangan sektor publik,
kualitas laporan keuangan pemetintah, dan
akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah
dengan menggunakan program paket statistik
SPSS 10.1 for Windows seperti ditunjukkan
dalam :

Analisis Jawaban Responden

Tabel 3. Jawaban Responden

Variabel [Sangat Tanpa |Tidak |Sangat
Tidak
Setuju |Setuju |Pendapat [Setuju |Setuju

) [eo | ew few | o

rata2

dari 16
indikator
(X1) 9.515 |77.628 6.036 | 6.459 | 0.354

rata2
dari 12
indikator
(X2 26.126 |55.024 3.028 [14.201 | 1.609

rata2

dari 12
indikator
) 13.541 [69.508 5.016 |10.604 | 1.323

rata2
dari 13
indikator
(Z) 16.608 |75.436 2968 | 4.281 | 0.698

Berdasatkan jawaban tesponden di atas
menunjukkan  bahwa
penelitian : 1) Penerapan akuntansi keuangan
sektor publik (X1), 2) kualitas peraturan
perundangan (X2), 3) Kualitas laporan
keuangan pemerintah (Y), 4) Akuntabilitas
Kinerja Instansi pemerintah (Z) menunjukkan
bahwa jawaban responden  kebanyakan
didominasi dengan jawaban setuju berkisar
antara 69.51% sampai dengan 77.63% dan
jawaban responden yang paling rendah adalah
sangat tidak setuju berkisar antara 0.35%
samapai dengan 1.61%

untuk  instrumen

Analisis Jalur
Tabel 4
Uijt Analisis Jalur
Penga | Pengaruh
Variabel |ruh tidak langsung
Lang
sung | Melalui Y total  |sigt sig F
X1 ke
Y 0.589 0.589 | 0.000
X2 ke
Y 0.214 0.214 | 0.013 | 0.000
Y ke Z 0.831 0.831 | 0.026
X1 ke
Z 0.634 | (0.831*0.589) | 1.123 | 0.018 | 0.000
X2 ke
7 0.718 | (0.831*0.214) | 0.895 | 0.000

A. Pengaruh Penerapan Akuntansi
Keuangan Sektor Publik (X1) Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah (Y)

Pengaruh penerapan akuntansi keuangan
sektor publik (X;) terhadap kualitas laporan
keuangan (Y), berdasarkan hasil pengujian
didapatkan nilai pengaruh langsung sebesar
58.90 %, dengan uji sit yang kurang dari 5%,
hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
secara positif dan signifikan dari penerapan
akuntansi keuangan sektor publik terhadap
kalitas laporan keuangan pemerintah

Nilai pengaruh penerapan akuntansi sektor
publik terhadap kualitas laporan keuangan
menunjukkan bahwa implementasi akuntansi
dalam bentuk penerapan sistem dan teknik
akuntansi, penyajian komponen laporan
keuangan yang sesuai dengan tujuan laporan
keuangan sangat berdampak positif dalam
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menghasilkan  laporan  keuangan  yang
berkualitas. IFAC (2000) dalam IPSAS 1
paragraf 13 ,GASB dan (FASB, 1980) melalui
Statement of Financial Accounting Concepts
No.4 (SFAC 4) mengemukakan bahwa tujuan
laporan keuangan adalah untuk menyediakan
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja
dan aliran keuangan suatu entitas yang
bermanfaat bagi berbagai pihak dalam
membuat dan mengevaluasi  keputusan-
keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Dengan demikian produk sistem akuntansi

keuangan memang dirancang  untuk
menghasilkan  laporaran  keuangan  yang
berkualitas.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam draft
publikasian kerangka konseptual akuntansi
pemerintahan (2003; KK-8, KK-9) ,
menyatakan pula bahwa pelaporan keuangan
secharusnya  menyajikan  informasi  yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai
akuntabilitas dan membuat keputusan baik
keputusan ekonomi, sosial maupun politik.
Dengan demikian berdasarkan pendapat yang
telah dinyatakan oleh ketiga institusi ini
mendukung hasil penelitian yang menyatakan
bahwa penerapan akuntansi keuangan akan
meningkatkan mutu laporan keuangan.

Hal-hal yang memerlukan perhatian dari
hasil jawaban responden berkait dengan
penerapan akuntansi keuangan sektor publik
adalah : Meskipun terhadap 16 item pertanyaan
yang diajukan sebagian besar jawaban
menunjukkan jawaban yang setuju, perlu pula
diperhatikan bahwa masih terdapat responden
yang menyatakan tidak setuju apabila laporan
keuangan  agar memberikan  gambaran
mengenai hubungan antara realisasi anggaran
dengan kinerja organisasi, bilamana instansi
pemerintah melaporkan informasi mengenai
cara unit kerja mendanai dan mencukupi
kebutuhan kasnya , yang berkaitan dengan
komponen laporan keuangan pemerintah,
yaitu mereka tidak setuju atas penyajian
laporan arus kas.

Kondisi-kondisi ini megindikasikan bahwa
sesungguhnya penerapan akuntansi sektor
publik memerlukan upaya yang keras bagi
pihak-pihak terkait seperti lembaga pengawas,
instansi pemerintah dalam mendukung dan

mengimplementasikan  akuntansi  keuangan
sektor publik.
B. Pengaruh Kualitas Peraturan

Perundangan (X2) Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan
bahwa pengaruh langsung dari kualitas
peraturan perundangan tethadap kualitas
laporan keuangan pemerintah adalah sebesar
0.214, dengan sig t kurang dari 5%, hal ini
menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh
kualitas  peraturan perundangan terhadap
laporan keuangan pemerintah

Hasil ini menunjukkan bahwa pada sektor
pemerintah, lingkungan hukum memang
berpengaruh  terhadap  kualitas  laporan
keuangan pemerintah. Sebagaimana dinyatakan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sugiyanto et
al 1999), dan GASB dalam prinsip akuntansi
dana yang pertama ( Freeman, 1999) keduanya
memberitkan  syarat pembentukan = sistem
akuntansi yang seharusnya selalu dikaitkan
dengan peraturan perundangan. Demikian pula
IFAC dalam standar nomor satunya, terutama
dalam paragraf 14 (2000; par 14) yang
mengaitkan akuntansi sektor publik dengan
masalah peratuan perundangan sebagaimana
pernyatannya bahwa pelaporan keuangan
menyediakan informasi bagi pengguna untuk
mengidentifikasikan sejauhmana sumber daya
yang diperoleh dan digunakan telah sesuai
dengan peraturan perundangan yang terkait
dengan anggaran; dan mengindikasikan pula
sejauhmanakah sumber daya yang diperoleh
dan digunakan telah sesuai dengan peraturan
perundangan ataupun persyaratan kontrak,
termasuk didalamnya pembatasan keuangan
yang telah ditetapkan oleh otoritas legislatif.

Berdasatkan ~ jawaban  responden
menyatakan atas kualitas peraturan perundang-
undangan sebagian besar pertanyaan dijawab
setuju, artinya sebagian besar responden
meyatakan ~ bahwa  kualitas  peraturan
perundang-undangan memang  diperlukan.,
tetapi temuan penelitian juga menunjukkan
adanya jawaban negatif hal ini menunjukkan
bahwa

Hal ini bahwasannya
instansi pemerintah dalam artian formal belum

mencerminkan

siap untuk melakukan semacam kontrak sosial
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dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan
pemerintah, seperti Sementara itu Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
dapat dikatakan relatif baru, sehingga masih
belum optimal untuk dioperasionalkan dan
dimengerti oleh penyelenggara negara dan
masyarakat agar dapat menjamin adanya
kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban
bagi penyelenggara negara dan masyarakat.

C. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah (Y) Tethadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Z)

Pengaruh  langsung  kualitas  laporan
keuangan pemerintah terhadap akuntabilitas
kinetja (Y) terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (Z) adalah sebesar 83.1 %
dengan sig t kurang dari 5%, hal ini
menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan
pemerintah berpengaruh langsung terhadap
akuntabilitas kinerja instansi publik. Hasil
penelitian ini sesuai dengan penelitian yang
dikemukakan oleh The AGA Task Force
(1994;12); Raum (1992;25); dan pendapat
Henley (1990;129) yang dalam kesimpulannya
menyatakan bahwa dalam rangka menunjukkan
akuntabilitas kinerja , maka antara lain
diperlukan akuntabilitas keuangan yang dapat
mengukur dan menilai upaya capaian hasil.

Pendapat yang senada dikemukakan IFAC
dalam IPSAS 1 (2000; paragraf 13) , Komite
Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan
Daerah dalam Draft Publikasian Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintah (2003; KK-
7), Carnegie, Yuri Ijiri, sebagaimana dikutip
oleh Hendriksen dan, Breda, (Wibowo, 2000),
dan Freeman (1999), yang intinya menyatakan
bahwa tujuan suatu laporan keuangan sektor
publik adalah untuk memberikan informasi
yang  bermanfaat  dalam  pengambilan
keputusan dan menunjukkan
akuntabilitas suatu entitas dalam mengelola
sumber daya yang diamanahkan telah diperkuat
dengan hasil penelitian ini.

Suatu laporan keuangan akan berkualitas
bilamana, laporan keuangan tersebut dapat
diaudit dan hasil auditnya menunjukkan
kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan
yang  berlaku Kualitas  laporan

untuk

umum.

keuangan yang dapat dan telah diaudit akan
dapat meningkatkan kredibilitas akuntabilitas
kinetja instansi pemerintah

Selanjutnya  tethadap Thasil penelitian
kualitas laporan keuangan pemerintah dapat
diberikan beberapa catatan kritis  sebagai
berikut : 1) responden memberikan jawaban
tidak setuju atas bahwa laporan keuangan
pemerintah akan bermanfaat bilamana dapat
diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari
satu kali oleh pihak yang berbeda hasilnya
harus menunjukkan simpulan yang sama.
Jawaban responden ini dapat diinterpretasikan
bahwa sebagian responden menganggap tidak
diujinya laporan keuangan mereka merupakan
sesuatu yang tidak penting. Kondisi ini dapat
saja disebabkan bahwa selama ini dengan
sistem akuntansi single entry, dan basis kas ,
menyebabkan mereka tidak terlalu
mementingkan  kontrol hubungan  antar
petkiraan akuntansi, dan pencatatannya hanya
terbatas dikaitkan dengan uang kas yang keluar
atau masuk ke kas daerah. Selain kondisi yang
berkaitan dengan masalah akuntansi, laporan
keuangan yang disajikan oleh  instansi
pemerintah  pada  dasarnya  merupakan
kumpulan dari laporan kegiatan proyek
ataupun laporan kegiatan rutin, sehingga
pemeriksaan yang selama ini dilakukan adalah
lebih banyak kepada pemeriksaan ketaatan dan
bersifat parsial.

Demikian pula Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam melakukan pengujian terhadap
pelaksanaan APBD dapat dikatakan tidak
cukup memadai. 2) responden memberikan
jawaban  tidak setuju bilamana laporan
keuangan  pemerintah  disajikan  untuk
kebutuhan umum pemakai. Sementara itu
berdasarkan suatu riset yang dilakukan oleh
Debrin  (Rowan; 2000, 135) atau Komite
Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan
Daerah (2003; KIK-6) setidaknya memberikan
indikasi adaya 10 kelompok pengguna laporan
keuangan yaitu :1)tax payers (pembayar pajak);
2) grantors (penyandang dana); 3) investors
(investor); 4) fee-paying service recipients
(pengguna jasa); 5) employees (pegawai); 6)
vendors (pemasok); 7) legislative bodies
(dewan  perwakilan);  8)  management
(manajemen); 9) voters (para pemilih); dan 10)
oversight bodies (badan pengawas). Jawaban
responden atas pertanyaan yang berkaitan.
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Dengan demikian masih diperlukan upaya yang
keras untuk memberikan pemahaman kepada
instansi .

Dikaitkan dengan akuntabilitas,
seharusnya dilingkungan instansi pemetintah
saat ini pelu ditetapkan entitas akuntansi yang

maka

menjadi  pusat-pusat  pertanggungjawaban
keuangan pemerintah. Entitas pelaporan
keuangan diperlukan agar setiap pusat

pertanggungjawaban harus bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya. Dalam akuntabilitas
kinetja instansi pemerintah, Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 telah menetapkan
bahwa mulai Eselon II di lingkungan
pemerintah secara berjenjang ke atas harus
menerapkan  sistem  akuntabilitas  kinerja
instansi pemerintah. Jawaban ini sekali lagi
menunjukkan bahwa praktik-praktik penerapan
akuntansi keuangan yang sesuai dengan standar
akuntansi keuangan, masih memerlukan kerja
keras tidak saja bagi instansi pemerintah,
namun juga bagi lembaga terkait lainnya seperti
Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
dan Daerah, lembaga pengawas.

D. Pengaruh Penerapan Akuntansi
Keuangan Sektor Publik (X1) Terhadap

Akuntabilitas Kinetja Instansi
Pemerintah (Z)
Total pengaruh langsung  akuntansi

keuangan sektor publik (X ) terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Z)
tercermin melalui kualitas laporan keuangan
pemerintah (Y) sebesar 45,4% dengan sig t
kutang dari 5%. Hal ini sesuai dengan
pendapat yang dikemukakan oleh FASB

(1980), IFAC (2000); Debrin (Rowan 2000,
133).
Penerapan  akuntansi  sektor  publik,

memberikan sumbangan bagi peningkatan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam
hal penyajian informasi pertanggungjawaban
mengenai  tujuan, fungsi dan  obyek
pengeluaran.

Jawaban responden yang tidak setuju
bahwa akuntabilitas keuangan merupakan
bentuk pertanggung-jawaban kinerja keuangan,
sehingga menurut pendapat beberapa ahli
seperti Carpenter (1990); Ranson dan Stewart
(1994); Herbert Leo (1987) yang menyatakan
bahwa dalam sektor publik , laporan

pertanggungjawaban  keuangan  haruslah
diperluas dengan laporan kinerja non keuangan
merupakan sesuatu yang benar adanya.

E. Pengaruh Kualitas Peraturan
Perundangan (X2) Tethadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (Z)

Total Pengaruh langsung penerapan
pengawasan (X2) terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (Y) adalah sebesar 63.4%
dan dengan sig t kurang dari 5%. Hal ini

menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh
kualitas  peraturan perundangan terhadap
akuntabilitas kinerja

Berdasarkan Ronell B. Raum (1992, 25),
dan IFAC dalam standar nomor satunya,
terutama dalam paragraf 14 (2000; par 14),
telah menyatakan adanya pengaruh antara
peraturan  perundang-undangan  dengan
akuntabilitas.

Jawaban responden atas kualitas peraturan
perundang-undangan sebagian besar
responden menjawab setuju, artinya sebagian
besar responden meyatakan bahwa kualitas
peraturan  perundang-undangan  memang
diperlukan. Tetapi penemuan penelitian juga
menunjukkan ada responden yang menjawab
negatif, hal ini menunjukkan bahwa : 1),
implementasi Sistem AKIP dan penyampaian
Lakip umumnya baru pada tahap pemenuhan
kewajiban formal, 2) sesungguhnya praktik-
praktik akuntabilitas kinetja barulah pada
tahapan pertanggungjawaban secara hirarkis,

karena akuntabilitas kinerja dari
Bupati/Walikota  kepada DPRD, maka
sesungguhnya belumlah sebagaimana
diharapkan, 3) Renstra juga  belum
dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar
penyusunan  rencana  kinerja  tahunan,
penganggaran dan pengendalian

pelaksanaannya untuk memacu pencapaian
sasaran-sasaran strategis (output dan outcome)
yang berorientasi pada peningkatan kualitas
pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :
1) Penerapan akuntansi keuangan sektor publik
dan  kualitas  peraturan  perundangan
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berpengaruh terhadap  kualitas laporan
keuangan pemerintah baik secara parsial
maupun simultan.

2) DPenerapan akuntansi keuangan sektor
publik, kualitas peraturan perundangan dan
kualitas laporan keuangan pemerintah
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah baik secara parsial
maupun simultan.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikast hasil penelitian ini adalah :

1) Penelitian pada pemerintah Kabupaten dan
Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta,
dapat dijadikan sebagai salah satu “bench
mark” dalam menghasilkan pola penegakan
akuntabilitas kinetja yang baik bagi instansi
pemerintah pada tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota lainnya. Pola tersebut

ditunjukkan  oleh  dukungan kualitas
laporan keuangan pemerintah sebagai
faktor yang relatif dominan dalam

menegakkan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, karena akuntabilitas kinerja
yang baik relatif sulit untuk ditegakkan
tanpa dukungan dari kualitas laporan
keuangan pemerintah, penerapan akuntansi
publik dan kualitas peraturan perundangan
yang menjamin adanya kepastian hukum

2) Pilihan penerapan basis akuntansi pada
sektor publik yaitu basis kas dan basis
akrual tidak dapat secara serta merta
diberlakukan pada instansi pemerintah;
suatu alternatif basis yaitu modified accrual
basis, dapat saja dibetlakukan pada kondisi
transisi penerapan basis akuntansi. Dengan
demikian penerapan modified accrual basis
dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif
pengambilan keputusan bagi penetapan
standar akuntansi keuangan sektor publik.

3) Penegakan kepemerintahan yang baik (good
governance) melalui  sistem  akuntabilitas
kinetja merupakan salah satu implementasi
strategi, oleh karena itu, penerapan prinsip
kepemerintahan yang baik sebaiknya selalu
menyertal perumusan visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan dan strategi instansi
pemerintah.

4) Guna memberikan panduan bagi instansi
pemerintah  dalam  menyusun  dan
menyajikan laporan keuangannya, sesuai

dengan peraturan perundang-undangan
maka disarankan kepada pihak-pihak yang
terkait dengan proses penyusunan dan
penetapan standar akuntansi pemerintah
seperti  Komite  Standar  Akuntansi
Pemerintah Pusat dan Daerah dan Badan
Pemeriksa Keuangan untuk mempercepat
proses penetapan draft Standar Akuntansi
Keuangan Pemerintah menjadi Standar
Akuntansi Pemerintah.

5) Meningkatkan pemahaman dan komitmen
setiap pimpinan instansi serta unit kerja
dalam menerapkan Sistem AKIP dan
menyusun Lakip berdasarkan kebijakan dan
pedoman yang telah ditetapkan pemerintah
dengan cara mengintegrasikannya
pemahaman SAKIP pada setiap jenjang
pendidikan struktural maupun teknis di
lingkungan instansi pemerintah, sebagai
salah satu sarana pembaharuan sistem
manajemen pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan publik, secara berkelanjutan.
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